
 

 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan Putusan 

Bebas kepada terdakwa Wendra Purnama Als. Wendra A.d. Enghok tidak tepat 

oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut 

Umum telah terbukti berdasarkan alat alat bukti yang diajukan didepan 

persidangan dan kesesuaian alat bukti yang materiil diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan 

yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi karena kondisi keadaan 

mental terdakwa yang dibuktikan oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa 

terdakwa Wendra Purnama Als. Wendra A.d. Enghok mengalami mental 

retardasi ringan sehingga dia tidak dapat menilai aturan sosial, tidak mampu 

membedakan untuk hal baik dan buruk, benar dan salah, maka kepada terdakwa 

berlaku pasal 44 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak dapat mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berkosekuensi perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Berkaitkan dengan 

tersebut putusan yang tepat dijatuhkan pada terdakwa adalah Putusan Lepas, 

dimana atau dalam hal perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti 

akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan suautu tindak 

pidana. 
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B. Saran 

 

1. Kepada Hakim ketika menjumpai perkara yang serupa, dan terdakwa 

melakukan tindak pidana maka penjatuhan putusan yang tepat adalah 

putusan lepas bukan putusan bebas, sebab putusan bebas hanya bisa 

dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

2. Bagi Penuntut Umum ketika menjumpai kasus yang serupa, menuntut 

dengan permohonan untuk hakim untuk memutus dengan putusan lepas, 

karena putusan tersebut tidak tepat, sebab terdakwa tidak mampu 

bertanggung jawab atas perbuatannya. 
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